
BI'PATI TR,ENGGALEI(

PROVI SI JAWA TIUI'R

PERATURAII BUPATI TRENCTGALEK

no oR :9 TArruN 2018

TEI{TAXG

PERATT'RAI{ PEI,,AI(SANAAIT PERATURAIT DAERAH KABUPATEN

TREI{GGALEK NOMOR 29 TAIIUN 2016 TEI{TAITG PEITATAAN DAIT

PEDIBINAAI{ PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELA1TJAAN

DAJT IrOKO AWAL,AYAIT

DEI{GAII RAHMAT TI'HAIT YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal

I ayat (2), Pasal 1.1 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun

2016 tefi.al]g Penataar dan Pembinaan Pasar Ralqrat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Ttenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasa-r Rakyat, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalayan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomo.r 12 Tahun 1950 tenta-ng

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (I.€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Witayah Kota Praja
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Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar da.lam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jodakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

27 3oll

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nega.ra

Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s23al;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (I€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dar Toko Modem;

I
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7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7O/M-

DAGIPER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan

Pembinaal Pasar Tradisional, Pusat Perbelaljaan dan Toko

Modem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 56|M-DAG lPERlg /2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor TOIM-DAC lPER112l2Ol3 tentang Pedoman

Penataan dal Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelaniaan dan Toko Modern;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun

2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan dal Toko Swalayan (Imbaran Daerai

Kabupatcn Trenggalek Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan

kmbaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 78);

MEMUTUSXAN:

PTRATURA}I BUPATI TITITAIIG PERATT'RAN

PEI"AXSAIIAA-II PERATI'RT.IC D/I.ERAII TABT'PATEI{

TREITGGALEK ITOIOR 29 TAIIT' 2()16 TEITTAITG

PEI{ATAAN DAIT PEUBINAAIT PASAN, RAKYAT, PUSAT

PERBELIIJTJAA]T DAIT T{)KO SY/II,AYAIT.

BAA I
XETENTUAIT I'UUU

Paaal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengunrs urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut pra-kajsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I
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2. Pemerintai Daerail adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahal daeral yang memimpln
pelaksanaan urusan pemerintahar yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dinas Penanaman Modat dan Perizinan Terpadu Satu pintu

ya-Irg selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanamaa

Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

TrenggaJek.

5. Penata,an adalah segala upaya yarg dilakukan oleh

Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan

dan pendirian pasai ralryat, pusat p€rbelanjaan dan toko

swalayan di Daerah, agar tidak merugikan dan

mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi yang ada.

6. Pembinaan adalah segala upaya yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah untuk memberdayakan pasai rakyat,

pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun da-n dikelola oleh

pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta,

badarr usaha milik negara dan badan usaha milik daerah

termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaia
berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh

pedagang keci[, menengah, swadaya masyarakat atau

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan

proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar,

8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri

dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara

vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan

kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk

melakukal kegiatan p€rdagargan barang.

9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan

mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang

berbentuk minimarket, supemarket, department store,

hupermarket ata\pun grosA yang berbentuk perkulakan.

I
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10. Pengelola Jaringan Toko Swalayan ada.lah pelaku usaha
yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan

manajemen dar sistem pendistribusian barang ke

outlet/gerai yang merupakan jaringannya.

1l.Toko Swalayan Berjaringan ada.lah toko dengan sistem

pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara

ecer€Ln yang berbentuk minimarket, supermarket,

departnent store, hgpermarket ataupun grosir yang

berbentuk prerkulakan yang melakukan kegiatan usaha

melalui satu kesatuan manajemen dai sistem

pendistribusian bararrg ke outlet/gerai yang merupakan
jaringannya.

12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik

langsung maupun tida-k langsung, atas dasar prinsip saling

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dal
menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dal
menengah dengal usaia besar.

13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Ralg/at yang selanjutnya

disingkat IUPPR adalan izin untuk dapat melaksanakan

usaha pengelolaan pasar rakyat.

14. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat

IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha

prengelolaan pusat perbelanjaan.

15. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS

adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaart

toko swalayan.

16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi ralg/at yang berdasar atas azas

kekeluargaan.

17. Pembekuan izin adalah pelarangan pengunaan izin

usaha bersifat sementa.ra dal dapat diberlakukan kembali

setelah tidal< terbukti melakukan pelanggaran dan

atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan

Peradilan yang telal berkuatan tetap.

-t
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18. Pencabutan izin adalah pencabutan izin usaha bagi

pelaku usaha yallg melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan dan telah ditetapkar oleh badarr

peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

19. Penutupan tempat usaia adalah kegiatan penutupan tempat

seteLa izin usahannya dicabut.

20. Didirikan oleh Koperasi adalah sistem kedasama antara

koperasi sebagai penerima waralaba dengan pusat

perbelaajaan dan/atau toko swalayan befaringal sebagai

pemberi waralaba.

21. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis

dengal ciri khas usaha dalam rangka memasarkal barang

dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil darl dapat

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain

berdasarkan perjanjian waralaba.

22, Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan

usaha yang memberikan hak untuk memalfaatl<an

dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada

penerima waralaba.

23. Penerima Waralaba adala}l orang perseorangan atau badan

usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk

memanfaatkan dan/atau menggunaJ<an waralaba yang

dimiliki pembe ri waralaba.

BAB II
UAKST'D DAII TUJUAN

Pasd 2

(i) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

sebagai pedomal dalam rangka Penataan dan Pembinaan

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di

Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

me mberikan kepastian hukum terhadap:

+
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a. perubahan jank minimarket, supemarket, departuent

store, hqpem&rke, dan Perkulakan berjaringan dengan

Pasar Ralryau

b. penambahal jur[ah kuota Toko Swa]ayan be{aringan;

c. izin khusus waktu pelayanan;

d. persyaratan dan tata cara perizinan Pasar Ralg.at, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan

e. penyediaan ruang/tempat bagi usaha mikro, kecil dan

menengah dal pemasaran produk usaha mikro, kecil dan

menengah.

BAB III
BUAI{G LIITGKI'P

Pssal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati irri meliputi:

a. perubahan jarak minimarket, supemarket, departement

store, hgpennarke, dan Perkulakan befaringan dengan

Pasar Ralryat;

b, penambahan jumlah kuota Toko Swalayan berjaringan;

c. izin khusus waktu pelayanan;

d. persya-ratan dan tata cara perizinan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelaajaan dan Toko Swalayan; dan

e. penyediaan ruang/tempat bagi usaha mikro, kecil dan

menengah dal pemasaran produk usaha mikro, kecil dan

menengah.

BA"B IV

PERUBAHAIT JARAK MINIMARXST,

ST'PERIIARXEI, DEPARTUENT STORE, HYPER ARXET

DAIT PERXULAXAIT BERJARII{GAN DEITGAIT PASAR RAI(YAT

Pasd 4

(1) Jarak minimarket, supemarket, departn.ent store,

hgpermarket dan Perkulakan berjaringan dengan Pasar

Ra.kyat dapat dilakukan perubahan.



(2) Peruba-han jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan apabila:

a. minimarket, stperm.arket" departflLent store, hgwrmqrket

dan Perkulakan be{aringan sudah Didirikan oteh

Koperasi; dan

b. mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahal bidalg usaha

mikro.

(1) Jumlah kuota Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk

minimarket dapat dilakukan penambahan.

(2) Penambalan jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan apabila:

a. Toko Swalayan befaringan yang berbentuk minimarket

sudah Didirikan oleh Koperasi; dan

b. mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha

mikro.

BAB VI

IZIT IIHUSUS UIAXTU PEIAYANAN

PaEd 6

{1) Izin khusus waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau

Toko Swalayan di luar ketentuan dapat diberikal kepada

Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Su/alayan be{aringan
yang berbentuk mintmarket yarlg Didirikan oleh Koperasi

dengal mengajukar permohonan dilampiri:

t

BAB V

PEITAUBAHAIT JUMLAH KUOTA

TOKO SWAI,AYAJT BERJARINGAIY

Pasd 5



BAA VII
PERSYARATAIT DAIT TATA CARA PERIZII{AJT PASAR RAITYAT,

PUAAT PERBEI,A.ITJAAIT DAT ToKO SWALAYAN

Bagbn I(csatu

Perayaratan

Paragraf I
II'PPR
pssal 7

-9

a. fotokopi surat izin usaha; dan

b. surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban dan

keamanan lingkungan mengetahui kepala desa dan

camat setempat.

(2) Izin khusus waktu pelayanan sebagaimara dimaksud pada

ayat (1) berbentuk surat persetujuan yang diterbitkan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakal ulusan
pemerintahan bidang perdagangal.

Persyaratan untuk mendapatkan IUPPR yang berdiri sendiri

adalah sebagai berikut:

a. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;

b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta

rekomendasi dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perdagangan;

c. fotokopi surat izin lokasi yang telah mendapat rekomendasi

dari Badan Pertanahan Nasional untuk luasan diatas I
hektar;

d. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;

e. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan

dan pengesaharnya bagi perusahaan yang berbadan

hukum perseroan terbatas atau Koperasi;

f. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;

g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
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h. izin lingkungan atau dokumen lingkungan sesuai luasan

usaha;

i. surat pernyataan kesanggupaa melaksalakan dan

mematuhi ketentuan yang bertaku; dan

j. surat pemyataan atas kebena-ran dokumen persyaratan

permohonan izin.

Pcr.graf 2

IIrPP dstl ruTS

Passl 8

(1) Persyaratan untuk mendapatkan 1UPP dan IUTS Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak be{aringan yang

berdiri sendiri sebagai berikut:

a. lotokopi surat izin prinsip dari Bupati;

b. fotokopi surat izin lokasi yang telah mendapat

rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional untuk

luasan diatas I hektar;

c. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;

d. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahaa

perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang

berbadan hukum perseroan terbatas dan Koperasi;

e. rencara kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan

menengah;

f. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;

g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;

h. dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai

dengan skala usaha;

i. surat pemyataan kesanggupan penggunaan tenaga

kerja Daerah;

j. surat pemyataan kesanggupan melaksanakan dan

mematuhi ketentuan yang berlaku; dan

k. surat pemyataan atas kebenaran dokumen persyarat n
permohonan izin.



(2) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

- 11-
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Pasal 9

(1) Persya&tan untuk mendapatkan IUPP darr IUTS Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringaa yalg berdiri

sendiri sebagai berikut:

a. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;

b. fotokopi surat izin lokasi yang telah mendapat

rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional untuk

luasan diatas t hektar;

c. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;

d. fotokopi al<ta pendirian dan/atau perubahan anggaran

dasar Koperasi;

e. renc€ma kemitraan dengan usaha mikro, kecil dal
menengah;

f. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;

g. fotokopi nomor pokok wajib pqjak;

h. dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai

dengan skala usaha;

i. surat pernyataan kesalggupan penggunaan tenaga

kerja Daerah;

j. surat pemyataan kesanggupan mela-ksanakan dan

mematuhi ketentuan yang berlaku;

k. surat pemyataan atas kebenaran dokumen F,ersyaratan
permohonan izin;

l. fotokopi perjanjian kedasama usala antara Koperasi

sebagai Penerima Wara.laba dengan Pemberi Waralaba;

dan

m. surat pemyataan kesanggupan mencaltumkan single

identiA al.aru identitas tunggal dengan logo "GOTONG

ROYONG".
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(2) Setain persyaratan sebaga.imana dimaksud pada ayat (1),

dalam hal jarak dengan Pasar Rakyat dibawah 500 meter

dan metebihi kuota yaflg telah ditetapkan maka diperlukan

rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 ayar (2)

huruf b darl Pasal 5 ayat (2) huruf b.

(3) Format surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf m tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidat terpisahkan dari Peratura-n Bupati ini.

Pasal 1()

Persyaratan untuk mendapatkan IUPP dan IUTS Pusat

Perbelanjaan da.II Toko Swalayan tidak berjaringan yang

terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau

bangunan/kawasan lain sebagai berikut:

a. hasil analisa kondisi sosia.l ekonomi masyaJakat serta

rekomendasi dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perdagangan;

b. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan

dan pengesahannya bagl perusahaan yang berbadan

hukum perseroan terbatas atau Koperasi;

c. fotokopi IUPP Pusat Perbelaljaan atau banguran lainnya,

atau IUPPR bagi Pasar Rairyat yang tidak dikelola oleh

Pemerintah Daerah tempat berdirinya Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalayan;

d. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;

e. fotokopi nomor pokok wajib pajak;

f. dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai

dengan skala usaha;

g. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan

menengah;

h. surat pemyataall kesanggupal penggutaan tenaga kerja

Daerah;
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surat pemyataan kesa-nggupan melaksanal<an dan

mematuhi ketentuan yang berlaku; dan

surat pemyataan atas kebenaran dokumen persyaratan

permohonan izin.

Pssd 11

(1) Persyaratan unhrk mendapatkan IUPP dan IUTS Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringal yang

terintegrasi dengar Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau

bangunan/kawasan lain sebagai berikut;

a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyaral€t serta

rekomendasi dari Perangkat Daerah yarg

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perdagangal;

b. fotokopi al<ta pendirian dan/atau perubahal anggaran

dasar Koperasi;

c. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan

lainnya, atau IUPPR bagi Pasar Rakyat yang tidak

dikelola oleh Pemerintah Daerah tempat berdirinya

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swa.tayan;

d. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;

e. fotokopi nomor pokok wajib paja};

f. dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungal sesuai

dengan skala usaha;

g. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan

menengah;

h. surat pemyataan kesanggupan penggunaan tenaga

kerja Daerah;

i. surat pernyataan kesanggupan melaksana-kan dan

mematuhi ketentuan yang berlaku;

j. surat pernyataan atas kebenararr dokumen persyaratan

permohonan izin;

k. fotokopi perjanjian kerjasama usaha ant€Ja Koperasi

sebagai Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba;

dan
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l. surat perayataan sanggup mencantumkan singre

identitg ata'd identitas tunggal dengan logo "GOTONG

ROYONG".

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (U

huruf I tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B.gi.n Kcdua

Tata Cen
Pa8al 12

(1) Permohonan IUPPR, IUPP, dan 1UTS diajukan pemohon

kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir

surat permohonan dan diiengkapi dokumen persvaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal

10 dan Pasal 11.

(2) Formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam la.mpiran III yarg merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Perat\[a$ Bupati ini..

Bagia! Ketiga

Penerbltu Iztn

Pasal 13

(1) Kepala Dinas menerbitkan izin usoha paling l,arnbat 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak diterimarrya surat permohonan

dan dokumen persyaratan secara lenglap dan benar.

(2) Dalam hat permohonaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diniiai belum lengkap dan benar, Kepala Dinas

memberitahukan penoLa-l<an secara tertulis disertai alasan-

alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan

kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan

dokumen persya.ratan secara lengkap dan benar.
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I

(

(4) Format izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PaEal 14

(1) Perusahaan pengelola Pasar Ralq/at, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin usaha

sebagaimala dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10 darr Pasal 11 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan.

(2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rak1rat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/

penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan

permohonan izin baru.

(3) tzin usaha sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 7, Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal I 1 berlaku:

a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan

b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi

yang sama,

(4) lzin usaha sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) huruf b
wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

PaEal 15

Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro dan Perdagangan, dikecualikan untuk memiliki

IUPPR.
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BAB VIII
PEISYEDIAAIY RUAIYG/TEUPAT BAGI USAIIA UIKRO, KBCIL DAX

EI{EIIGAH DA1I PPXASARAX PRODUK UAAIIA XIIIRO, XEEIL DAX

MEITEIIGIIII

Pasal 16

(1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib

menyedia.kan tokasi/tempat usa-ha bagi usaha mikro, kecil dan

menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati sebagai

bentuk kerjasama pemasaran,

(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilal<ukan dengan memasarkan barang hasil produksi

usaha mil<ro, kecil dan menengah yang dikemas atau dikemas

nlar\g (repaLkagingl dengan merek pemilik barang, merek Toko

Swalayan atau merek lain yang disepal<ati dalam rangka

meningkatkan nilai jual barang.

(3) Penyediaan pasokan barang dalam rangka kerjasama

pemasaran dilakukan dengan:

a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari
pemasok usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau
Koperasi;

b. sistem pemasaran yang digunakan adalah sistem konsinyasi

atau titip jual; dan

c. pembayaran dari pemasok usaha milco, kecil dan menengah

dan/atau Koperasi ditakukan secara tunai atau dalam

jangka waktu paling lama I (satu) bulan.

(4) Selain kerjasana pemaseJan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pusat Perbelarjaan dan Toko Swalayan dalam hal kemitraan

usaha dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau

Koperasi juga dapat melakukan pembinaan terkait aspek

pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, maragemen

dan teknologi.

(5) Bupati melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan

Perdagangan dapat memlasilitasi dalam rangka merr-rjudkan

kemitaan usaha antara usaha mikro, kecil dan menengah

dan/atau Koperasi dengan Pusat Perbelanjaal dan/atau Toko

Swalayan.
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Pasal 17

(1) Penempatan ruang tempat usaha bagi usaha mikro, kecil

dan menengah dalam areal Pusat Perbelarjaan atau Toko

Swalayan dan/atau di luar areal Pusat Perbelanjaan atau

Toko Swalayan sebagai kewajiban terhadap

penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko

Swalayan, diatur sebagai berikut:

a. usaha milrro, kecil dalt menengah yang diprioritaskan

untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di

sekitar lokasi bangunan tempat usaia tersebut; dan

b. dalam hal di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak

terdapat usaha mikro, kecil dan menengah maka diambil

dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha

dimaksud.

(2) Usaha mikro, kecil dan menengah yang menggunakan ruang

tempat usala dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan

tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban,

kebersihan dan keindahan pada Pusat Perbelanjar dan

Toko Swalayan tempat mereka berdagang;

b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang

yang ditetapkan bersama dengan manajemen Pusat

Perbelaljan dan Toko Swalayan;

c. menjaga kualitas barang-baralg hasil produksi yang

dijual di Pusat Perbelanjan dan Toko Swalayan;

d. menempati ruang yang telah disepakati serta tidak

mengambil lahan/ruang yartg telah dipergunakan

untuk kepentingan lain seperti jalan, taman, dan

trotoa-r; dan

e. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iural wajib

yang disepakati bersama manaje men.

((
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AAB D(

TSTENTUAN PEI{UTUP

Pasaf 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 23 -.r:-.:r.rir: :a 13

TRENGGALEK, rl.

DARDAT(

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal :3 -c.., :-'] : .,C 13

Pj.

KABUPATEN

BERITA

I
Q,

KABUPATEN TRE GGALEK TAHUN 2O1A NOUOR -T

T'ATRAfsE]!(R

DAENAI



LIT.UPIRAIT I
PERATURAIT BI'PATI TRENCTGALEK
IiIOMOR 59 TAIIT'IT 2018
PERATT'RAIT PELAIISAITAAN PERATT'RAIT
DAERAH KABT'PATEIT TRENGGALEK NOMOR
29 TAIIT' 2(,16 TENTANG PEI{ATAAN DAN
PE BII{AAIT PASAN, RAIffAf PUSAT
PERBELIIN.'AA.IT D./I.!T TOKO SWAI,ITYAIT

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAI{ USAIIA MII{RO DAI'I KDCIL

1 . Nalna dan alamat rnasiflg-masiltg pihak

2. Bentuk dan lingkup kegiatan

3. Pola kemitraan yang digunakan

6. Jangka waLtu berlakunya pe{anjiar

7. Cara menyelesaikan perselisihan

8. Bentuk pembinaan yalg dilatukan

9. Kepada Usaha Mikro dan Usaha kecil

10. Cara pembayaran

Pemohon,

Materai Rp.6000,-

DARDAK

4. Hak & kevr'ajiban masing-masing pih€k

5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah :

disepalati ridak dnal<sarakan :



LAUPIRAI{ TI
PERATT RAN BT PATI TREITCIGIILEK
Ito[oR i9 TAHUX 2018
PERATT'RAN PET,AXISANAAN PERATT'RAI{
DAERAII TABT'PATEIT TRENGGALEK ITOUOR
29 IA}II'N 20T6 IEIITAJ{G PEITATAAIT DAN
PEDIBIITAAIT PASAR RATYAT' PUSAT
PERBEIANJAAIT DAIT T{)KO SWALAYAIT

trIOR AT SI'RAT PERITYATAAIT NTSANGGUPAIT MEI{CANTI'MI{AI{
S,ITIG,E IDENflTT ATAU IDEITTITAT] TI'NGGAL

DEIIGAX I6GO 'GOIOITG ROYONG'

SURAT TAAN

Yang bertandataJrgan di bawal irl
Nama

Jabatan

Alamat

Dalam hal ini bertindak selaku Penangung Jawab dari :

Nama Perusalaan :.........................
AlamatUsaha :..............,..........

Dengan ini menyatakan bahwa kami sa$ggup mencant\r$kan single

identitg ala-d identitas tunggal dengan logo "GOTONG ROYONG" yang

dipasang di atas logo pemsahaan dan diikuti dengan Rama koperasi

sebagaimana petunjuk (contoh gambar) dalam Lampiran II Peraturan

Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Penataan dajr Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan da_n Toko

Swalayan.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan penuh rasa

tanggung jawab. Apabila di kemudian hari kami melanggar hat-hal yang

telah kami nyat€-kan datam Surat Pemyataan ini, kami sarggup menerima

sanksi sesuai ketcntuan yang berlaku.

Trenggalek,..........

Catatan : Contoh pemasa.ngan logo
"COTONG ROYONC sebagaiDana
gambai terlarnpir

a

Pembuat Pernyataan,
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Nomor

Lampirar : 1 (satu) berkas

Perihal ; Permohonan Izin Usaha

Pengelolaan Pasar Ral<yat/

Pusat Perbelanjaan/ Toko

Swalayan

LAUPIRAJT IlI
PERATI'RAN BI'PATI TRENGGALEK
ITOMOR ,T TAHTJIT 2O1E
PERATI'RAIY PEI.AKSAtrAAN PERATI'RAN
DAERAH XABI'PATEIT TRENGGALEK I{OMOR
29 TAIII'N 2(,16 TEITTAITG PEITATAATT DAN
PEUBIITAAIT PAAAR RTI(YAT, PUSAT
PERBEI./I.ITT'A.AIT DAN TOKO SWALIIYAIT

Trenggalek,..........

Kepada Yth. Bupati Trenggalek

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Trenggalek

FIOR I'IIR PENMOHOITAI{ IZI UAAIIA PETTGEII)IIIAIT PASAR

RAI(YAT / PUSAT PERBEUINTIA,AX / TOKO SWALIIYAN

Dengal hormat,

Yarrg bertanda tangan di bawah ini mengajukal permohonan Izin untuk
melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaar Pasar Ralrjrat oUPPR) / Izin Usaha

Pusat Perbelanjaan (IUPP)/lzin Usaha Toko Swalayan (IuTs)")sebagai

permohonan iztr:. baru/pendaftaran ulalg izin/perubahan \ztnl
penggantian izin yang hilang atau rusak r)

I. IDEITTITAS PEUOEOIT

1. Nama :..........................

2. Jabatan dalam Perusahaan :

3. Alamat tempat tinggal

Desa.........

Kab...........

Kec

Prov

4. Nomor Telepon/ Fax

5. Nomor KTP/SIM/Paspor

II. IDEI{TITAS PERUAAHA.A]T

1, Nama Perusahaan

2. Alarnat perusahaan

Desa.

+

Kec

3. Nomor Telepon/ Fax

Kab. Trenggalek, Jawa Timur



4. Direktur / Penanggung Jawab

5. NPWP

6. Kegiatan Usaha Pokok

III LEGALITAS PERUSAIIAAIT

1. Bentuk Badan Usaha : Perseorangan/ CV/ Firma/ PT/ Koperasi/

Badan Usaha l,ain")

.............................Tangga1

Iv XEPEMILIXAIT MODIL DAN SAIIAU

1. Modal Kekayaan Bersih : Rp. ...

(tidal< termasuk tanah dar bangunal tempat usaha)

2. Saham (khusus untuk penaraman modal)

a. Total Nilai Saham : .........
b. Komposisi Kepemilikan Saham

b.1. Nasional :Rp. ...............-.............. atau 7o(Persen)

b.2. Asing iRp. ............................... atau %(Persen)

3. Status Perusahaan : -PMDN / PMA-Non PMDN / Non PMA *)

V. IDENTITAS PASAR RAI(AT / PUSAT PERBEI,AI{JAAN / TOKO SWAIJTYAI{

1. Nama Pasar Rakyat/ Pusat

Perbetanjaan/Toko Swalayan

2. Alamat Pasar Rakyatl/ Pusat

Perbelanjaan/Toko Swalayan Telp .......................

Desa.....,,,,.............. Kec.,.........,.,,......

Kab. Trenggalek, Jawa Timur

3. Nama Penanggung Jawab

4. Alamat Penanggung Jawab

5. Luas tanai/bangunan

6. Luas lantai penjualan

7. Luas lahan parkir

8. Kapasitas parkir

9. Fasilitas Bangunan

: ,.............. Roda Empat

: Pendingin ruang(AC)

Eskalator

Lift

: Tanah .......... m", Bangunan

fiP

m2

-. m2

Roda Dua

buah

buah

q

. buah

2. Akta Pendirian Nomor

3. Akta Perubaha.n Nomor



Dete Tembahsl thusua urtut Pase, Rrtyat
l. JunlahPedagang :.........................
2. Jumlah Kios : ..........................

, Luas Lantai Penjualan

.... Orang

... buah

3. Jumlah Los buah

-/,]2a.,,.........
b............
c............

........, Luas lantai Penjualan m2

............, Luas Lantai Penjualan .............,.. m2

vI.

v

Data TaDbahen ttusus utltut Toko Srvalayan

1. Klasifikasi bentuk usaha i Minimarket/ Supermarket/ DeparTnent S:tore

/ Hgpermarket / Perkulakan

2. Jumlah UMKM yang menjadi Mitra usaha : .........................Pengusaha

LEOALITAS YAIIO DIIIIIUKI (;rh6plrLg1;
untut DcrEohopar brru

1. Fotokopi KTP penanggungjawab yang masih berlaku;

2. Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat;

a. Nama konsultan:

b. Alamat konsultan : ,,....,..........
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (lMB);

4. Fotokopi Akta Pendidan Perusahaan dan/atau Perubahan serta

pengesalan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi

yang berbadan hukum, bagi badan usaha meLampirkan fotokopi akta

pendidan yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi

melampirkan surat pengesaian dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan bidang koperasi;

5. Fotokopi NPWP perusalaan/ NPWP Cabang Trenggalek bagi usaha yang

kantor pusatnya berada di h-rar Kabupaten Trengga.lek, NP1VP

peroralgan untuk usaha perorangal, yang telah diverifkasi dan sesuai

dalam sistem konlirmasi status wajib pa,jak;

Dats Te.rnbrhsn Lhurus urtut Pusat FerbelaCrarn

1. Klasilikasi bentuk usaha: Pertokoan / Mall, Plaza, Pusat Perdagangan ')
2.Jur ah Pedagang : ..........'................... Pedagang

a. UKM : ...................."...'... Pedagasg

b. Penyewa Utama/Anchor Tenant :,.......................,.... Pedagang

3. Nama Penyewa Utama / Anchor Tenant



6. Fotokopi buldi pembayaran lunas PBB-P2 tahun be{alan;

7. Fotokopi izin prinsip PMA / PMDN;

8, Izin lingkungan atau dokumen lingkungan sesuai dengan skala usaha;

9. Surat Pemyataan kesanggupan rnelaksanaka-n dan mematuhi ketentuan
yartg berlaku;

10. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila permohonan izin tidak dilekukan

oleh pemohon langsung;

Khuaua untuk ruPP IUT€ tidak beriarincaa

1 1. Rencana kernitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang diketahui

oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang

usaha mikro;

12. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyaral€t serta rekomendasi dari

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan;

13. Surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;

14. Surat pemyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan

tzln.

Khusus untuk ruPP dan IUTS bedartnsa!

i5. Fotokopi pe{anjian kerjasama usaha antara Koperasi sebagai

Penerima Waralaba dongan Pemberi Warlaba; dan

16. Surat pemyataan kesanggupan mencantumkan sirlgle identitg ata]u

identitas tunggal dengan logo'GOTONG ROYONG" dan dipasang

sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan da-ri Peraturan Bupati ini.

Untul Perpoalane!/Perub.hsn
1. Fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;

2. IUPPR/ IUPP/ IUTS asli;

3. Fotocop Akta Pendidan Perusahaan dan Perubahan serta pengesahan

dan persetujuan dari Kementerian Hukum HAM bagi yang berbadan

hukum, bagi badan usaha melampirkan fotokopi akta pendirian yang

telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan

surat pengesahan dari Perangkat Daerah yajlg menyelenggaral<an

urusan pemerintahan bidang koperasi;

q



4. Fotokopi NPWP perusahaan/NPwP Cabang Trengga.lek bagi usaha yang

kartor; pusatnya berada di luar l(ab. Treoggalek, NPWP perorangan

untuk usaha peroftmgarl, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam

sistem konfirmasi status wajib pajak;

5. Fotokopi bukti pembayaran lunas PBB-P2 tahun berja.lan;

6. Fotokopi izio prinsip PMA / PMDN;

7. Fotokopi bukti pembayaran keikutsertaa! BPJS kesehatan dan

ketenagakerjaan;

8. Surat Pemyataan kesarggupal melaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundaag-undangan;

9. Tanda terima penyampa.ian Laporan Kegiat n Penanaman Modal (LKPM)

periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan

besar);

10. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila permohonan izin tidak dilakukan

pemohon langsung.

X.huBE! untEl IIrPP. dar llrlg
i1. Evaluasi kemitraan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang usaha miko.

12. Fotokopi perjanjian kerjasama usaha antara Koperasi sebagai Penerima

Waralaba dengan Pemberi Warlaba; dan

13. Surat pemyataan kesanggupan mencantumkan single i.dentitg ata\)

identitas tunggal dengan logo "GOTONG ROYONG" dan dipasang sesuai

dengan petunjuk dalam Lampirarr II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Xhuau8 ultuk ftrsat PerbGla[laa! datl foko Swalavan tldr&
b€rlarhaar ve[tr TerilrteEtasi dalap Prsar Ratvat. Pusat Petbclanlaan

atau kawaaaa l,aln

1.

2.

4.

Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyaialat;

a.Namakonsultan :..........................
b. Alamat konsultal : ....,....,,...............

Fotokopi IUPPR atau IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya

tempat berdirinya Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan;

Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan serta pengesahan

dan persetujuan dari Kementrian Hukum HAM bagi yang berbadal

hukum, bagi badan usaha melampirkan fotokopi akta pendirian yang

q



telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, unhrk koperasi meLampirkan

surat pengesahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarskan

urusan pemerintahal bidarg koperasi;

5. Surat Pemyataan atas kebenaran dokurnen persyaratan pemohonan izin;

6. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat

PerbeLanjaan atau Toko Swalayao, yang diketahui oleh kepa.la Peran8kat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidaag usaln

mil<ro;

7. Surat pemyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan

yang berlaku.

Nhu3u. untuk hrs.t Pcttelanla.en dan Toko Swrlevan Berlarl&r! yalI
Torlntosarl dalan P.sar Rakvat. Pusat PerbGlarlae! atru ba!{unar/
katprse! lab

8. Fotokopi pedanjial kerjasama usaha antara Koperasi sebagai Penerima

Waralaba dengan Pemberi Warlaba; dan

9. Surat pemyataan kesanggupan mencantumkan single identitA atat)

identitas tunggal dengan logo "GOTONG ROYONG'dan dipasang sesuai

dengan petunjuk dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan

apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan

tersebut tidak benar atau palsu, kami menyata-kan bersedia untuk dicabut

izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

Crtatsn r

*) coret yang tidak perlu

? TRENccAtEK4

&uIr DARDAK



LA.UPIRAIT IV
PERATT'RTN BT'PATI TRENGGALEK
IYOMOR i9 TITHI'IT 2OI8
PERATURAIT PEI,/II{SAIYAAN PERAT{'RAIT
DAERAII XABUPATEN TRINGGALEK NO OR
29 TAIIT'TT 2016 TEIYTAITG PENATAAIT DAIT
PEUBIITAI.IT PASAR RAI(YAT, PUSAT
PERBEIJIITJAAN D]II{ TOI(O AWALIIYA"

A. FORMAT SURAT IZIN USA}IA PENCELOLAAN PASAR RAKYAT

KOP PEMERINTAH I(ABUPATEN TRTNGGALEK

ST'RAT IZIN USAHA PENGEIOLITAI{ PASAR RAIffAT
Nomor : .................

I Nama Penrsahaan

2 Nama Penaiggung jawab & Jabatan

3 Nama Perusahaan

4 Nomor Telepon / Fax

5 Luas lantai PenjuaLan

6 Baralg / Jasa Dagangar Utama

Izin usaha ini berLaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan

Pasar Rakyat pada I (satu) lokasi dan wajib dida-ftarkan ulang setiap 5 (lima)

tahun.

Pas Photo

3x4cm

Trengj<alek, .20

Kepala Dinas PM dan PISP
Kabupaten Trenggalek

NIP

I



B. FORMAT SURAT ZIN USA}TA PUSAT PERBELANJAAN

KOP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAI{
Nomor

1 Nanra Perusahaan

2 Nama Penanggung jawab & Jabatan

3 Nama Perusahaan

4

5 Luas l,antai Penjualan

6 Kegiatan Usaha Mall/ Trade Center

7 Barajtg / Jasa Dagangan Utama

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat

Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima)

tahun.

Pas Photo

3x4cm

Trenggalek,

Kepala Dioas PM dan PrSP
Kabupaten Trenggalek

NTP

L_6EBrruF.ur

Nomor Telepon / Fax



C. FORMAT SURAT IZIN USA}IA TOKO SWALAYAN

KOP PEMERI1VTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SURAT IZIIT USAHA TOKO SWAI,]TYAN
Nomor

I Nama Perusahaa,

2 NaEa Penanggung jawab & Jabata,

3 Nama Perusahaan

Nomor Telepon / Fa-x

5 Luas Lantai Penjualan

6 Kegiatan Usaha Minimarket/ Supentdrket/
Departnenl g$e/ HVpennark etI
Perkulakan

Barang / Jasa Dagangan Utada

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan

pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pas Photo

3x4cm

Trenggalek 20

Kepala Dinas PM dan PTSP

Kabupaten Trenggalek

NIP

!rum {
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